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ABSTRAK

Nur Hasmil Burhan Lai, 2022. Kinerja Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana
Desa Berdasarkan SAK di Desa Mandalan kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
Skripsi  Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar, Dibimbing oleh Agusdiwana Suarni, dan Basri Basir.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja pemerintah desa dalam
pengelolaan dana desa berdasarkan SAK di desa Mandalan Kecamatan Curio
Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan dm‘kn etode dalam penclitian ini dilakukan
p 1t dmnl:k; oleh pemerintah desa




ABSTRACT

Nur Hasmil Burhan Lai, 2022, Village Government Performance in Village Fund
Management Based on SAK in Mandalan Village, Curio sub-district, Enrekang
Regency. Thesis for the Accounting Study Program, Faculty of Economics and
Business, University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by Agusdiwana
Suarni, and Basn Basir.

The purpose of this study was to determine the performance of the village
government in managing village funds based on SAK in the village of Mandalan,
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengesahan Peraturan Undang-undang 32  Tahun 2014 {entang
Pemerintahan Daerah secara bertahap menunjukkan upaya pemernintah pusat untuk

melaksanakan kewenangan publik yang dibutuhkan oleh banyak orang, pemberian

kepentingan dae _ AN asa Hat istiadat yang

dipandang dan diperhatikan dalam rangka penyelenggaraan Nepara Kesatuan

Republik Indonesia ( Umi Pratiwi dan Permata Ulfah, 2018),

Sejak pengesahan kemerdekaan daerah di Indonesia, daerah-daerah

‘memiliki posisinya sendiri untuk mengarahkan semua rencana di daerah, termasuk




menyusun rencana keuangan atau mengumpulkan anggaran daerah mereka
sendiri. Oleh karena itu pimpinan daerah memainkan peran penting dalam
perencanaan atau lebih definitif dalam administrasi dana desa.

Dana desa diketahui bahwa kekayaan desa yang diawasi oleh pemerintah desa
dar pemerintah pusat untuk menanggarani perbaikan desa dan penvelenggaraan

administrasi untuk kemajuan desa. Meptiut (Kristini,Luhsasi dan [smanto, 2020)

Provinsi Jawa Tengah merupakafi sz A~

masyarakat sete

pengawasan langsung terhadap proses kerja otoritas publik dalam mengawasi
kawasan lindung daerah dan tidak dapat dipisahkan dan menangani pemerintah

daerah yang berkewajiban untuk menyaring pemanfaatan dana desa.




Pelaksanaan urusan pemerintah  dikoordimir oleh pemenntah desa.
Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari segmen
pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas
dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Lurah bersama BPD
memutuskan rencana anggaran daerah sesuai dengan pedoman daerah. Hal ini
menjadi salah satu alasan munculnya girategi perencanaan keuangan lain darn

pemerintah Indonesia.

desa yang dilakuk

Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan SAK di Desa

Mandalan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang"




B. Rumusan masalah

Berkaitan dengan landasan di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini diketahui bahwa apakah kinerja aparatur pemerintah desa dalam
pengelolaan dana desa berdasarkan SAK di Desa Mandalan Kecamatan Curio
Kabupaten Enrekang.

C. Tujuan penelitian

Melihat dan definisi - ujuan penelitian ini merupakan agar
mengetahui Kinerja pem

a. Bagi para ilmuwan, ujian ini dapat memberikan pemahaman kepada

analis sebagal mahasiswa pembukuan sarjana di bidang akutansi

sektor publik atau pemerintahan,




b. Untuk masyarakat setempat, dapat memberikan informas: kepada
jaringan daerah, khususnya di Daerah Mandalan, Kecamatan Curio
mengenai pengelolaan dana desa schingga masyarakat setempat dapat
mengambil bagian dalam pelaksanaan keuangan daerah yang berhasil.

c. Bag perangkat desa, penelitian ini dapat memberikan data tentang




BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Pustaka
1. Kinerja
Kinerja diketahui bahwa suatu kapasitas atau kondisi yang harus diketahui

dan diinformasikan kepada perkumplan tertentu untuk menentukan tingkat

aparatur sangat penting, terutama dalam mengukur besarmya hasil suatu

organisasi dalam batas waktu tertentu. Anggapan yang berbeda menyamakan

eksekusi dengan pencapaian, sifat melakukan tugas atau latthan untuk

mencapai tujuan dan misinya.




Kinerja dapat diketahui asalkan individu atau kumpulan orang telah
menetapkan langkah-langkah pencapaian sebelumnya Kaidah pencapaian ini
diketahui bahwa sebagai tujuan atau fokus yang pasti untuk dicapai. Tanpa

tujuan atau target, sulit untuk mengetahui penampilan individu atau organisasi

karena tidak ada wlok ukur.

Oleh karena itu, peningkatan kemampuan kinerja sangat diharapkan
dengan kemampuan kinerja yang baik yang tentunya akan sangat membantu

para cksekutif, khususnya dalam penataan data dan administrasi kepada




masyarakat pada umumnya. Sehingga tujuan kelangsungan hidup pelaksanaan
di suatu desa dapat tercapai dengan baik dan ideal.

Dengan tindakan menggambarkan proses kerja atau kecukupan kerja
dalam pemerintahan desa, seseorang dapat mengukur kapasitas dan

keterampilan kerja vang luar biasa jika dilihat dari gambaran keseluruhan

angkat desa) dan badan

\\rss MUH/‘& \’--

.......
..................

(((((

pelaksanaan (pencapaian pekerjaan) diketahui bahwa hasil kerja secara
kualitas dan jumlah yang dilakukan oleh seorang wakil (pemerintah desa)

dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang diberikan




kepadanya. Maka dar itu, dalam menyelesaikan suatu tindakan (pekerjaan)
Anda tidak boleh main-main dengan prestasi vang akan dicapai,

Meskipun demikian, evaluasi pelaksanaan mengacu pada kerangka formal
dan terorganisitr bahwa tindakan, survei, dan dampak terkait dengan
karakteristik dan hasil pekerjaan termasuk tingkat pembolosan. Kinerja dalam

organisasi merupakan respon terhadap tercapai atau tidaknya tujuan hirark

vang telah ditetapkan.
japat digunakan untuk

‘‘‘‘‘‘‘
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dengan memanfaatkan indikator kinerja. Indikator kinerja diketahui bahwa
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Penggunaan indikator Kinerja sangat

penting untuk melihat apakah suatu gerakan atau program telah dilakukan
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dengan baik dan benar atau untuk menilai presentasi dari keseluruhan
organisasi.

Menurut Dwivanto (dalam Fitri, 2015) ada beberapa petunjuk yang
umumnya digunakan untuk mengukur kinerja biokrasi publik, sebagai berikut:
a Produktivitas: gagasan efisiensi memperkirakan tingkat produktivitas,

tetapi juga kelangsungan hiddp administrasi Efisiensi sebagian besar

S G"‘ \\\\\“’h////

% A\,\‘

itas administrasi

vang cukup tinggi, mungkin merupakan bagian dari penyajian asosiasi
publik yang sederhana dan murah untuk digunakan Pemenuhan
wilayah lokal dapat menjadi batasan untuk menilai penampilan asosiasi
publik,
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c. responsivitas: Kapasitas organisasi untuk membedakan kebutuhan
masyarakat setempat, mengajukan rencana administrasi dan batas-batas,
dan mendorong program bantuan publik sesuai kebutuhan dan
keinginan masyarakat setempat. Sederhananya, ketanggapan di sini
mengacu pada pengaturan antara proyek dan kegiatan vang melayani

kebutuhan dan tujuan masyargkat setempat. Ketanggapan direncanakan

karena mereka dipilih oleh individu, secara alami akan secara konsisten

menangani kepentingan individu Dalam keadaan khusus ini, gagasan
tanggung jawab publik dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak
pendekatan dan pelaksanaan organisasi publik dapat diprediksi dengan




keinginan masyarakat secara keseluruhan. Presentas: organisasi publik
tidak dapat secara eksklusif dilihat dari perkiraan interior yang dibuat
oleh organisasi terbuka atau otoritas publik, seperti pencapaian tujuan.
kinerja harus dilihat dari estimasi luar, misalnya Kualitas dan standar
vang berlaku di arena publik. Suatu gerakan suatu perkumpulan publik

memiliki tanggung jawab gang tinggi apabila tindakan tersebut

ai bahwa jika

dilihat sejauh kemampuannya, pemerintah desa memiliki kemampuan yang
menyertamya:

1) Mengatur urusan rumah tangga desa,

2) Melaksanakan peningkatan dan pelatihan kemasyarakatan.
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3) Melaksanakan investasi daerah dan swadaya gotomg royong masyarakat.
4) Melaksanakan dukungan kerukunan dan permintaan masyarakat
5) Laksanakan pergantian moneter daerah.
6) Melakukan pertimbangan tujuan pertanyaan.
Pemenntah  desa merupakan salah satu  level regulator vyang

bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat setempal. tenfunya

wajib melaksanakan prog A : nan. Kesuksesan atau
cramAere: merintah desa, dalam hal ini

q,\ “I/h

"O

"."1
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h* \\
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b. Menyelenggarakan masalah keluarga desa, usaha pemerintahan umum,
kemajuan dan peningkatan wilayah setempat.
c. Melaksanakan usaha-usaha perbantuan dan pemenntah. pemerintah

provinsi, dan pemerintah kabupaten.
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d. Usaha-usaha pemerintah lainnya yang dengan peraturan perundangan
diserahkan kepada desa.
Sementara 1tu, menurut ( Nuraim Muslim dan Irwan Nasution, 2014)
pemerintah desa terdiri dari pimpinan desa dan perangkat desa, Perangkat desa
terdiri dan perangkat desa dan lainnya. Sementara yang dimaksud dengan

pemerintah desa diketahui bahwal\penyelenggaraan pemerintahan  vang

dilakukan oleh pemernintah /\ badan permusyawaratan desa.
sanyresmi dan administratif
& MUH,, \

:.;rl

Wt s,,

falam kemidupan
sehari-hari. Selain itu, ditunjang oleh perangkat pemerintah desa di daerah-
dacrah pada umumnya, vang bertugas melakukan segala usaha dan bekerja

dengan organisasi di wilayah kekuasaan publik, juga harus dapat melakukan

usaha dengan penuh kesadaran akan harapan-harapan tertentu dan memiliki




pilihan untuk berperan sebagaimana mestinya, untuk lebih mengembangkan
administrasi ke publik.
3. Pengelolaan dana desa

Ditinjau dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa

memiliki jenis pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pengeluaran

N
% 9,

desa. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan bahwa dana desa mulai
dan pengeluaran untuk memajukan pemanfaatan dana desa, otoritas publik
diberi posisi untuk menentukan batas pemantaatan asct daerah untuk

membantu program peningkatan desa dan mengaktifkan jaringan desa.
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Penetapan batas pemanfaatan aset tersebut tetap sesuai dengan kewenangan
yang menjadi kewajiban desa.
Penugasan rencana keuangan untuk dana desa ditetapkan sebesar 10%

(sepuluh per seratus) dari total aset devisa ke daerah dan akan dipenuhi secara

bertahap sesuai kemampuan APBN. Selama jangka waktu sementara, sebelum

memaksakan sanksi melalui penundaan penyerahan bantuan daerah jika
membenkan rincian tentang pemanfaatan keuangan daerah. Selain itu,
pemerintah danan kabupaten/kota juga dapat memberlakukan sanksi scbagai

pengurangan dana desa jika pemanfaatan keuangan daerah tidak sesuai dengan




Sk

kebutuhan penggunaan keuangan daerah, peraturan umum, peraturan khusus
untuk kegiatan, atau penyimpangan kas sebagai simpanan selama lebih dari 2
bulan.

Dana desa diawasi dengan cara yang tepat, mengikuti pengaturan hukum,
produktif, finansial, benar, lugas dan cakap dengan mempertimbangkan rasa

keadilan dan legitimasi dan berfokusfpada kepentingan daerah setempat. 10%

angan pertukaran lokal secara

Pengaturan terkait dengan tata kelola keuangan desa di Indonesia mulai

sekitar tahun 2015 hingga saat im terus mengalami perubahan sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi yang ada. Salah satu pengaturan yang paling baru

mengawasi administrasi keuangan daerah di Indonesia diketahui bahwa

-
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2019 tentang administrasi
dana desa. dengan Pedoman menteri keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa.

Sementara itu, dalam pengaturan pendistribusian dana desa, telah
ditentukan bahwa penawaran bergantung pada perencanaan gudang daerah,

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan aset

desa yang pasti untuk setiap.e */\ kota. Kehalusan aset desa untuk

pemerintahan dibidang desa. Sementara itu, informasi mengenai jumlah

warga miskin berasal dan yayasan-yayasan yang menvelesaikan masalah-
masalah pemerintah di bidang pengukuran atau jasa vang melakukan
usaha-usaha dinas di bidang sosial. Desa yang tertinggal dan desa yang
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sangat tertinggal vang memiliki populasi vang sangat tidak beruntung vang
tak terhitung jumlahnya diketahui bahwa desa yang tertinggal dan desa
yang sangat tertinggal yang memiliki jumlah terbesar dari orang-orang

miskin yang berada di kelompok daerah di desil ke-8 (delapan), ke-9 (

sembilan) dan ke-10 (sepuluh) di pandangan estimasi yang dipimpin oleh

28% (dua puluh
delapan persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah warga
setempat, tingkat kebutuhan daerah, wilayah daerah, dan tingkat kesulitan
topografi dacrah dengan beban yang menyertai:

1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk
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2) 50% (lima puluh persen) untuk tingkat kemelaratan
3) 15% (lima belas persen) untuk wilayah dan
4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat gangguan topografi.
Tingkat kemiskinan desa dan tingkat kesulitan topografi desa secara
terpisah ditunjukkan oleh jumlah warga pedaerahan yang tidak mampu dan

IKK daerah kabupaten’kota. ( M ad Mu'iz Raharjo, 2020)

periode, mercka

akan didekati untuk mempertahankan anggaran desa secara konsisten dan

melaporkan penggunaan dana desa yang diharapkan dapat mengembangkan

desa sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.
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B. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji tentang kinerja pemerintah desa dalam
mengawasi pengelolaan dana desa, mengingat Undang-undang No. 6 Tahun 2014
ini mengatur tentang pengelolaan dana desa sebagai kerangka pelaksana, dalam
pengelolaan dana desa dimana dana desa diperoleh dan Peraturan atau APBN

Daerah. kemudian kerangka yang digunakan dalam pembuatannya,

§{\“\\‘\‘u! :':i/?}
A Y o Y
e

rrrrrr




BAB I

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jems penelitian vang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode

pendekatan deskriptif. Referensi idle digunakan sebagai panduan untuk

penelitian pusat sesuai kesem itian. Hipotesis fundamental

prongan  penelitian dan

\\\\\\‘h,///

AN 1

7 % oz

s
=g zis e $
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hdy
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belakang penelitian. Untuk membatasi 1sis dalam penelitian ini, adapun
yang menjadi inti perumusan masalah dan tujuan penelitian ini. peneliti akan
memfokuskan penelitian pada kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan

dana desa.

22




C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian
Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian

adalah pada Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Alasan
dari pemilihan lokasi ini dengan mempertimbangkan belum adanya penelitian
yang dilakukan oleh peneliti sebelumnva di desa Mandalan. Selan 1tu lokasi

ini juga menerima peneliti untuk melakukan penelitian dalam jangka waktu
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B in berboaai
berupa laporan
pertanggungjawaban dan laporan dana desa di Desa Mandalan Kec. Cuno

Kab. Enrekang.

E. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipakal peneliti pada penelitian ini

meliputi 3 cara, yakni:
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‘a. Dokumentasi metode dokumentast merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dan seseorang.

b. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan
pelaporan keuangan dan sistem informasi keuangan yang ada di desa

¢ Wawancara yaitu melakukanfanyajawab dan diskusi secara langsung

dengan informan /.

o X | .
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M e

dﬂ'ﬁkﬂ[ﬂlf ! . s deng maparks mengelola,

menjabarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kalimat sebagai
jawaban atas permasalahan vang diteliti. Analisis data pada penelitian ni
dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara ke dalam

pembahasan pada skripsi ini dan menafsirkan hasil penelitian ini dengan
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menghubungkan teori-teori dan data yang ada dengan hasil wawancara dengan
informan di desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang. Secara
sistematis, analisis data dilakukan dengan bebrapa langkah, yaitu sebagai
berikut;

|. Pengumpulan data/informasi, vaitu kegiatan mengumpulkan data yang ada




BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Desa Mandalan

Sebutan MANDALAN ,berasal dari nama sebuah lokasi yang

A. syarakat pada masa perang gerilya,

menjadi tempat persem

sa, Dusun dan

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan adanya pemckaran
wilayah maka Kecamatan Alla tebagi menjadi beberapa kecamatan.

Mandalan pada saat itu menjadi wilayah kecamatan Alla Timur yang

sekarang menjadi kecamatan Curio, terdin dari beberapa desa,

Mandalan pada saat itu bergabung dengan desa Buntu Barana, akan

26
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tetapi letak geograpis dan pertambahan penduduk maka kembali desa
Buntu Barana melahirkan desa Pebaloran dimana Mandalan menjadi
bagian dari Desa Pebaloran.

Pada tahun 2008 Mandalan mekar menjadi sebuah desa vang

terdiri dari 4 (empat) dusun, yakni Dusun Talondo, Dusun Mandalan,

Adapun batas-batas wilayah Desa Mandalan Kecamatan Curio
Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada
Gambar 2.1 berikut ini :

a. Sebelah Utara : Desa Pebaloran Kec. Cunio




b. Sebelah Timur : Desa Sumbang Kec. Curio

c. Sebelah Selatan - Desa Buntu Pema Kec. Curio

d Sebelah Barat - Desa Salassa Kee. Curio

/

untuk ditanami

vka pendek maupun

tanaman jangka panjang.

¢. Iklim dan Curah Hujan
Iklim dan curah hujan di Desa Mandalan hampir sama dengan

daerah lainnya vang ada di Kabupaten Enrekang vakni terdapat 2
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musim (musim hujan dan musim kemarau). Musim hujan biasanya
mulai pada bulan November sampai Juli dan oleh masyarakat petam
dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian
jangka panjang ( Kopi, Cengkeh, Kakao, Lada, dIl) maupun tanaman
jangka pendek (tanaman hortikultura, Tanaman Pangan dan berbagai

jenis tanaman lainnya).

jadi antara bulan Agustus sampai

tersebut masih sering

JLUNE TSl

3. Keadaan Sosial

a. Kondisi Penduduk

1) Jumlah Penduduk




Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2021 sampai

dengan tahun 2022 berada di Dusun Batu Longke, sedangkan
Dusun yang berpenduduk rendah terdapat di Dusun Talondo.
Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk per Dusun Tahun 2022

Jenis Kelamin

Perempuan

Al

Data pendidikan masyarakat di Desa Mandalan dapat
dilihat dalam tabel 4.2 yang menggambarkan tingkat pendidikan
masyarakat mulai dari anak usia 4-5 tahun. Anak putus sekolah

Desa Mandalan dari semua tingkatan usia yakm di SD sebanyak
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2 orang, di SLTP 5 orang, di SLTA 9 orang, Diploma 9 orang,
dan sarjana 10 orang. Anak yang sementara sekolah untuk tahun
2014 di SD 102 orang, SLTP 69 orang, SLTA 56 orang, Diploma

9 Orang, Sarjana 51 orang Untuk vang tamat dan tidak lanjut

dari SD 153 orang, SLTP 120 orang, SLTA 112 orang, Diploma




¥

Tabel 4.2 Data Pendidikan Masyural‘ult Desa Mandalan

pKASs 4

\\m"h, y "
Aswu/ 44(/ ’ $

Karyawan/ pegawai swasta

Tani

TNI
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4 | Poln 0 Jiwa
5 | Dagang 10 Jiwa
7 | PNS 20 Jiwa

Sumber: Sekretaris Desa Mandalan
C. Sarana Prasarana
Sebagai desa yang berkembang, di Desa Mandalan terdapat hasil

pembangunan sarana dan seperti yang disajikan dalam tabel
Ta Mandalan
No | Sarana Ket
|
A <
<4 A )
\~”
) ]
. ()
0)
)
T ” 1
4 N
8 1A it
9 | SMP/Sederaja Unit
10 | SMA/Sederajat 0 Unit
11 | Pasar 0 Unit

(Sumber: Sekretaris Desa Mandalan)
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D. Struktur Pemernntahan Desa Mandalan
Struktur orgamisasi dibentuk untuk mempermudah alur pekerjaan

vang harus dilaksanakan dimana suatu organisasi di dalamnya terdapat

orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan masing-masing.

Dalam orgamsasi terdiri dani individu yang harus melakukan kerjasama

W'uv“

Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Mandalan

Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang
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. KEPALA DESA
BPD

AHMAD

I
SEKRETARIS
SUMITRO, Sp

N\~
MUHa .\a |

e l
ity : KAUR PERENCANAAN

S
M 44} NURLIA, Ss

a

.-,r'

A 2 \\\\\um,/,/
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| Q g ; \‘;\* S Y '%/
DEDY X 2
ALMANSYA AN :

KADUS
BATULONGKE

ZAINUDDIN

Berdasarkan struktur organisasi pada pemerintahan Desa Mandalan diatas
maka tugas dan fungsi pada sebagian perangkat desa tersebut, vaitu:
1. BPD ( Badan Perwakilan Desa)
Adapun tugas dari BPD antara lain:

1) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,




2) Mclaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan Kepala Desa,

3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa,

4) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa,

5) Menggali, Menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi

masyarakat, dan

6) Menyusun tata tertib BPE

Sedangkan gst

bersama Kepala ’/".‘sz MUH;(:
/o

BPD eI

CAs<
WA 84'?
n R ‘\ﬁhr |
l\\\\\y”{{é///

------

7) Memproses pemilihan Kepala Desa,

8) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok

dan golongan,




9) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat isuadat masyarakat

setempat, dan
10) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan,
2. Kepala Desa
1) Kepala Desa berkedudukan sg

~L w:“’", /| o
ETETALK S LT
P74 NN

A R ) "“"\"mg

G
.

b Q
LLATY P p—

¢) Pembinaan kemasyarakatan, seperti melaksanakan hak dan
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya

masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.




d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan
lembaga lainnya.

3. Sekretans Desa

1) Sekretaris Desa herkad o) 'ur pimpinan Sekretans Desa

ﬁ/ Ju ."'L ~)\c«\\ y
//’ IWN
»

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga
pemerintahan desa lainnya. Melaksanakan urusan perencanaan

seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,
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menginventarisir  data-data  dalam  rangka pembangunan
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan
laporan.
4. Kepala Urusan
1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat,

2) Kepala urusan bertugas membantu sckretans desa dalam  urusan

pelayanan &dm’i -

ke T 5‘|ﬁ 1

Astlan

| ta i RIS
2,50 NN
@'!'1:'.:'\‘\\\

N8

/

c¢) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan

urusan perencanaan Seperti menyusun rencana anggaran pendapatan

dan belamja desa, menginventanisir data-data dalam rangka




pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.
5. Kepala Seksi

1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan tckns,

2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

e WAS S | 4'?

S il
§ &/4 ;\\\\g\ ‘y"////;

fitdesas
§ o R
y “
. i

CEE—

,,?Ss /// :
 kesejahteraan  me AT Q 1
.. :\

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial

budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
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6. Kepala kewilayahan / kepala dusun
Kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan
yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnva di
wilayahnya. Adapun fungsi dari kepala dusun adalah:
1) Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upava perlindungan

masyarakat, mobilitas kepend an, dan penataan pengelolaan wilayah.

Do '; \\\\\ﬂ”h///

‘/ \\ .....
* \/ LA AP NIER F v'

2 Kesehatan 1. Adanva gedung Pustu
2. Adanya gedung Ponyandu
3. Adanya Bidan Desa

4. Adanya petugas Postu




5. Ada kader Posyandu

3 Sarana 1. Adanya jalan poros desa
Prasarana 2. Adanya lampu jalan

3. Adanya mobil pelayanan masyarakat
4 Lingkungan 1. Adanya lahan tanah desa

hidup

Sosial Budaya

04 &
\\\\\“ | b 'r///

f
\\ T ,‘( ‘f‘:

4. Adanva usaha bengkel motor

5. Adanya usaha penjual makanan dan minuman

7 | Pemerintahan | 1. Struktur perangkat Desa

2. Struktur perangkat BPD
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3. Sarana kantot Desa

Pertanian 1. Ada lahan persawahan

2. Ada petani penggarap
3. Ada lahan tidur

4. Ada buruh tani

y/l A "y
/ A

Jumlah pendapatan transfer Desa Mandalan sebesar Rp. 1.220.467 459.00
vang bersumber dari dana desa sebesar Rp. 727 147.000.00 sedangkan
Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 456.097.000.00 dan pendapatan lain-

lainnya sebesar Rp. 6.000.000.00.




2) Belanja
a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai anggaran
sebesar Rp. 465.101.837.00 yang meliputi dari penyelenggaraan

Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.61.390932.00,

bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat scbesar Rp.16.514.000.00, bidang kebudayaan dan




45

keagamaan sebesar Rp. 33.500.000.00, bidang kepemudaan dan
olahraga sebesar Rp. 3.800,000.00.

d) Bidang pemberdayaan masyarakat
Bidang pemberdayaan masyarakat schesar Rp.132.818.400.00,

bidang pertanian dan peternakan sebesar Rp.145.429 400.00,

bidang  peningkatan /) kapasitas  aparatur  desa  sebesar
Rp.5.236.000.04

mendesak desa
Qf" 00 000 065 ak sebesar
\% e <
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1. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan
pembangunan nasional
2. Undang-undang No 6 tahun 2014

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2014




4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 60 Tahun 2014

5. Peraturan pemerintah nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-
undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa

6. Peraturan Menteri dalam Negeri No 111 Tahun 2014 pedoman teknis
peraturan desa

7. Peraturan Menteri dalam NegeridNo 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

2014 tentang pedoman

yang disajikan dalam tabel berikut:




Tabel 4.6 Program Kegintan Anggaran Dana Desa di Desa Mandalan Tahun 2022

No Program Anggaran ( Rp)

1| Sub bidang pendidikan 4.100.000.00

2 | Sub bidang kesehatan 83.219.600.00

Sub bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang 112.000.000.00

3.800.000.00

145.429.400.00

semua kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan,
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C. Pembahasan
I. Pengelolaan Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan terdiri dari lima poin dalam pengelolaan dana desa vaitu, Perencanaan,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Adapun hasil

senai pengelolaan dana desa kepada

perangkat Desa Mandalan da dana desa telah sesuai dengan

akan direncanakan untuk

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah

dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih

dahulu. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah




desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakal setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakwi dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.




A. Kesimpulan
Kesimpulan yang akan digunakan oleh peneliti dimana terdapat beberapa
data yang telah di kumpulkan oleh peneliti sehingga dapat menjadi data yang

di gunakan dalam penulisan skripsiini adapun bentuk data yang di gunakan

ang di sajikan

1 kesimpulan

oleh peneliti

undang 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan keuangan desa menyebutkan
bahwa  penyelenggaraan  keuangan  dilakukan  berdasarkan  asas
keterusterangan, tanggung jawab, standar partisipatif dan juga dilaksanakan
atas dasar ketertiban dan ketertiban keuangan. Sesuai dengan tujuan penelitian
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untuk memutuskan presentasi pemerintah desa dalam pengawasan aset-aset
desa di Desa Mandalan, maka dapat beralasan bahwa pelaksanaan tata kelola
desa pada tahun 2022 di Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten
Enrekang. Peraturan diketahui bahwa sesuai dengan standar keterusterangan

sesuai Permendagri No, 20 Tahun 2018, khususnya Musdes (Musyawarah

Desa) vang diadakan setiap awal talun untuk mengembalikan pemikiran atau

oy

layak mendapatkan haknya agar sesuai dan tepat sasaran
2) Tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat dan tidak membedabedakan atau mengutamakan

kekeluargaan.




2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan latar belakang vang
sama, besar harapan memperluas tema topik, sehingga hasil yang didapat lebih
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Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa

No. Pertanyaan

1. | Dalam melakukan kegiatan kepala desa dibantu oleh siapa dalam
menyusun dan mengelola dana desa?

2. | Bagaimana sistem dan prosedur
jawaban keuangan desa?

nerintah desa dalam pertanggung

3. Bagaimana bentuk transparan oleh pemenntah desa dalam mengelola dana
desa?

4. | Apakah masyarakat diberikan hak untuk turut andil dalam pengelolaan
dana desa?




Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

(Proses wawancara kaur keuangan Desa Mandalan)

sb




(proses wawancara kepada masyarakat desa)

27
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